
 

                                                                                                                             

 

 

BUPATI BULELENG 

                                                                                                                                                                                

PROVINSI BALI 

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG 

 

NOMOR 800/ 422 /HK/2021 

 

TENTANG 

PENGHARGAAN KEPADA TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI 

BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KABUPATEN BULELENG SEBAGAI UNIT KERJA YANG MERAIH PREDIKAT 

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 

TAHUN 2020 

 

BUPATI BULELENG, 

Menimbang:   a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2A Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah dapat 

memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah 

mendapatkan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani berdasarkan kebijakan 

internal di masing-masing instansi pemerintah; 

 

 



 

 

 

b. bahwa sesuai hasil evaluasi Tim Penilai Nasional dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, dari empat Unit Kerja yang diajukan untuk di 

evaluasi, terdapat satu Unit Kerja yaitu Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berhasil lolos 

evaluasi dengan meraih Predikat Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga perlu diberikan 

penghargaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Penghargaan kepada Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng 

sebagai unit kerja yang meraih predikat pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2020; 

 

Mengingat:   1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur  

(Lembaran  Negara   Republik   Indonesia Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 



 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun  2014  Nomor 1813) sebagaimana telah diubah  

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 10 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2020 Nomor 10); 

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 11); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   

KESATU :  Penghargaan kepada Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai Unit Kerja yang 

meraih Predikat Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi Tahun 2020; 

KEDUA :   Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa 

penghargaan pembinaan dengan hadiah sebesar Rp. 7.000.000,00 

(Tujuh Juta Rupiah);  

 KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.  

 

Ditetapkan di Singaraja 

pada tanggal 30 Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng; 

2. Inspektur Kabupaten Buleleng; 

3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng; 

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Buleleng; 

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan 

6. Yang bersangkutan. 

 

 

 

 


